
SA1.INAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK

NOMOR oS /H K .0 3 .1 .K p t/3 5 2 5 /K P U -K a b /II /2 0 2 1

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

M en im bang a. bahw a dalam  rangka  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 

30 P e ra tu ran  Komisi Pem ilihan Um um  Nomor 1 

T ahun  2015 ten  tang  Pedom an Pengelolaan dan  

Pelayanan Inform asi Publik di L ingkungan Komisi 

Pem ilihan Umum;
b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  h u ru f  a  m aka  perlu  m enetapkan  

K epu tusan  Komisi Pem ilihan Um um  K abupaten  

G resik ten tan g  P enetapan  S tru k tu r  Pejabat Pengelola 

Inform asi d an  D okum entasi p ad a  Komisi Pem ilihan 

Um um  K abupaten  Gresik;

M eng ingat 1. U ndang-U ndang Nomor 36 T ahun  1999 ten tan g

Telekom unikasi (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  1999 Nomor 154, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881);

2. U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2008 ten tan g
Inform asi dan  T ransaksi E lektronik (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ah u n  2008 Nomor 58, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4843), 

sebagaim ana telah  d iubah  dengan U ndang-U ndang 

Nomor 19 T ahun  2016 ten tan g  P erubahan  Atas 
U ndang-U ndang Nomor 11 T ah u n  2008 ten tan g
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Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita   

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, 

Tabahan Berita Negara Nomor 1); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 456); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 

2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 

2015 tentang Standar Operasional Prosedur 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik: 

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia; 

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 

2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 

September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID 

Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik Nomor 12/PK.01-BA/3525/KPU-

Kab/II/2021 tanggal 15 Februari 2021; 

jdih.kpu.go.id/jatim/gresik



jdih.kpu.go.id/jatim/gresik



jdih.kpu.go.id/jatim/gresik



jdih.kpu.go.id/jatim/gresik



-3- 

 

 
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2021 

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GRESIK 

 

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK 

 

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang: 

1. menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; 

2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang 

dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gresik;dan 

3. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gresik. 

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan 

pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka 

pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik. 

 

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas: 

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; 

2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik; 

3. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses 

informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gresik;dan 

4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah 

sesuai dengan peraturan perundangan. 
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D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas: 

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, 

dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik; 

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; 

3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari 

seluruh Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik; 

4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam 

kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik; 

5. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama dengan 

Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik; 

6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian 

konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan 

Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi;dan 

7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu 

kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

 

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas: 

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; 

2. mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem 

Informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;dan 

3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan 

dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan 

Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gresik. 
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